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ABSTRAK

Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan meniru uang yang sudah beredar, sehingga
menyerupai uang asli dan seolah-olah sah. Tindakan pemalsuan uang termasuk ke dalam
kategori kejahatan, karena dapat merugikan perekonomian Negara. Kejahatan ini bukanlah
kejahatan yang baru, sebab beberapa kasus pernah terungkap, bahkan uang palsu sudah sampai
beredar ke tangan masyarakat. Di Indonesia, tindakan pemalsuan uang telah diatur dalam UU
No. 7 Tahun 2011 Pasal 36 ayat (1), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar
rupiah). Adapun dalam hukum pidana islam, tindakan pemalsuan uang diberi hukuman dengan
hukuman ¢a zir berbentuk cambuk.

Penelitian ini merupakan penelitian library research. Metode analisis yang digunakan
yaitu metode deskriptif-komparatif dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai
persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011
dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa persamaan dari sanksi yang
diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam adalah keduanya sama-sama
mengandung unsur maqasid syari’ah berupa Hifz al-Mal. Adapun perbedaan dari kedua sanksi
tersebut adalah dari segi tujuan awal pemberlakuan kedua sanksi tersebut, yaitu UU No. 7
Tahun 2011 diberlakukan sesuai dengan teori pemidanaan dalam hukum positif yang berisi
teori absolut, relatif dan gabungan sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi ta zir

diberlakukan dengan maksud pendidikan terhadap pelaku pemalsuan uang.

Kata kunci: pidana, uang palsu, hukum pidana islam
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak
| _
Al dilambangkan
< Ba’ B Be
O Ta’ T Te
. » ] s (dengan
= > titik di atas)
z Jim J Je
v Ha (dengan
< Ha ; titik dibawah)
z Kha’ Kh Kdanh
3 Dal D De
. _ Z (dengan
J
zal z titik di atas)
D Ra’ R Er
D Za’ Z Zet
o Sin S Es
ok Syin Sy Es dan ye
Es (dengan
ua Sad S titik di
bawah)
De (dengan
o= Dad d titik di
bawah)
Te (dengan
L T4 t titik di
bawah)
n Zet (denagn
L ’
4 ¢ titik di
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bawah)

¢ ‘AT , Koma terbalik
ke atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

Jd Lam L ‘el

a Mim M ‘em

8] Ndn N ‘en

3 Wawu W W

o Ha’ H Ha

s Hamzah ! Apostrof

¢ Ya’' Y Ye

B. Konsonan Rgngkap Karena Syaddah ditulis rangkap
SJJa-ﬁa Ditulis Muta’addidah
3ic Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

daSa Ditulis hikmah
L Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutdh diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

NEPNERER | Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbiutdh hidup dengan harakat fathas, kasrakdan dammabh ditulis t

| PRES Ditulis Zakdt al-fitr |




D. Vokal Pendek

_ fathah Ditulis A
— Kasrah Ditulis |
i dammah Ditulis A
E. Vokal Panjang
1 fatﬁah+a/if Ditulis A
Lhls Ditulis jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
2 Do - _
(s Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis ]
@A Ditulis karim
4 dammah+wawu mati Ditulis U
R R Ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1 fathah+ya’ mati Ditulis Ai
ASi Ditulis bainakum
2 fathah+wqwu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda

apostrof ().

1

S0

Ditulis

a’antum

2

Ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang A/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.

ool

Ditulis

Al-Qur’an

ol

Ditulis

Al-Qiyds

Ditulis

as-Sama

AN
o]

Ditulis

asy-Syams

|I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
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J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

U=l 5 53 Ditulis Zawf al-furid
) Jal Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Zaman terus berkembang seiring tumbuh dan berkembangnya manusia. Akal dan
tenaga saling bersinergi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedikit demi sedikit pola
hidup manusia dari masa ke masa semakin memperlihatkan kemajuan. Salah satu bukti
perkembangan zaman yang dapat kita manfaatkan adalah penemuan alat tukar berupa uang.
Sebelum adanya uang, manusia terbiasa melakukan transaksi tukar menukar barang untuk
saling memenuhi kebutuhan hidup, atau biasa disebut dengan barter.

Uang atau mata uang adalah alat pembayaran yang sah, keduanya memiliki arti yang
sama.’ Uang adalah alat pembayaran yang sah.> Uang adalah standar ukuran harga, yakni
sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap
komoditas dengan komoditas lainnya.® Uang merupakan alat pembayaran sah yang
dikeluarkan oleh suatu negara sebagai sarana tukar-menukar demi memenuhi kebutuhan
hidup. Pada kenyataannya, uang memiliki peran penting dalam hal perkembangan
perekonomian suatu negara.

Tolak ukur kemakmuran perekonomian suatu negara salah satunya dilihat dari
seberapa sukses pengelolaan uang, baik itu untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian
budaya hingga pengaturan perputaran uang itu sendiri. Pada kenyataannya uang menjadi
barang penting dalam kehidupan ini, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga

mempengaruhi orang-orang untuk bisa memiliki uang dengan jumlah yang banyak.

! Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1).
2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2).

% Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), him.12.

1



Salah satu cara memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja. Bekerja dengan cara
halal, seperti berdagang, berternak dan sebagainya, serta ada pula sebagian orang memilih
bekerja cara haram seperti memalsukan uang sebagai metode cepat mendapatkan uang dengan
jumlah banyak dan instan. Saat ini tindakan pemalsuan uang cukup marak terjadi di Indonesia,
padahal perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana. Dari data yang dihimpun
detikfinance, jumlah temuan uang palsu per September 2017 tercatat 6 lembar per 1 juta
bilyet.* Bilyet adalah kertas berharga seperti yang dikeluarkan oleh Bank.® Tindak pidana
pemalsuan uang di antaranya dapat berupa :

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi
atau lebih rendah.

2.  Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.

3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan
menggantikannya dengan uang logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan
demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.®
Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah

terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam delik formil
hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik
materiil. Delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang

dirumuskan secara jelas. Dalam delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

*https://m.detik.com/finance/moneteer/d-3731303/data-bi-uang-palsu-paling-banyak-ditemukan-di-pulau-
jawa Akses pada 16 Oktober 2018.

® KBBI

® Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), him.
177.
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https://m.detik.com/finance/moneteer/d-3731303/data-bi-uang-palsu-paling-banyak-ditemukan-di-pulau-jawa

Dalam sistem hukum tindak pidana, kejahatan terhadap pemalsuan uang merupakan
suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang maksimum
sepuluh tahun penjara’

Indonesia sebagai negara hukum telah lama menyusun peraturan tentang mata uang,
dimulai dengan diberlakukannya Indische Muntwet.® Undang-undang tersebut merupakan
produk Belanda yang diadopsi sejak zaman kolonialisme. Adanya undang-undang adalah
bentuk upaya dari pemerintah agar tecipta ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat
dan bernegara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya uang dalam lalu lintas
perekonomian negara. Oleh karena itu Indonesia memiliki peraturan dasar tentang mata uang,
pasal 23B UUD 1945 amandemen keempat, yang menyatakan bahwa “macam dan harga mata
uang ditetapkan dengan undang-undang”.’

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 244,
kemudian dikhususkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, hal ini berasas pada
lex specialis derogat legi generali sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang
berbunyi :

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam
aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dengan demikian peraturan tentang kejahatan mata uang dalam KUHP Pasal 244 dapat
digantikan oleh peraturan baru tersebut. Adanya pengkhususan dari KUHP Pasal 244 ke

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dikarenakan adanya beberapa alasan, yaitu :

" Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

® Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, “Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia,” Buletin Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan, No. 1, Vol. 4 (April 2006), him. 29.

® Pasal 23B Undang-Undang Dasar Tahun 1945



1. Aspek filosofis, mata uang merupakan salah satu simbol negara dan dan mata uang
memiliki peran penting terhadap perekonomian negara sebagai alat tukar, penyimpan
nilai, satuan hitung dan ukuran pembayaran yang tertunda (menghitung jumlah
pembayaran pinjaman).

2. Aspek sosiologis, uang suatu negara haruslah dapat diterima oleh masyarakat sebagai
alat pembayaran yang sah sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap uang yang
dimaksud.

3. Aspek yuridis, tindak pidana uang palsu bukan sekedar kejahatan dalam ruang lingkup
negara tetapi global, bahkan dalam ranah internasional telah diadakan konvensi
pemberantasan uang palsu yakni International Convention For The Suppression of
Counterfeiting Currency and Protocol (Geneva, 1926).*

4. Aspek politis, Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih
memegang jabatan sebagai presiden telah meminta kepada pihak kepolisian dan
penegak hukum lainnya untuk memproses kejahatan mata uang palsu dengan sungguh-
sungguh. Pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa kejahatan uang rupiah
sudah mencapai tahap yang serius. **

5. Aspek keamanan, disamping perlunya menerapkan sanksi yang jelas, setiap negara
juga terus berusaha meningkatkan keamanan terhadap uang dengan membuat Security
Features yang canggih untuk menghindarkan adanya kemungkinan pemalsuan uang. *?
Pemalsuan uang termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan berkurangnya

kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau mata uang bank.® Pada prakteknya,

% Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM.”Paradigma Baru dalam Menghadapi Mata Uang Palsu”, Buletin
Hukum Perbankan Dan Ke-Bank Sentralan , vol. 4 no. 1, April 2006. him 9.
11 H
Ibid.
2 Ibid.



UU No. 7 Tahun 2011 hanya diperuntukkan kejahatan pemalsuan uang Rupiah.** Adapun
untuk mata uang asing, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 244 KUHP. ** Sanksi
tindak pidana pemalsuan uang telah dijelaskan dalam UU No 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat (1),
(2) dan (3) berbunyi : '

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1)
dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya
merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah).

3. Setiap orang yang mengedarkan dan / membelanjakan Rupiah yang diketahuinya
merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,-
(lima puluh miliar rupiah).

Terdapat dua pasal dalam UU No 7 tahun 2011 yang membahas mengenai kejahatan
membuat mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan
sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda
yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk,

dicetak, digandakan, atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan

3 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) him. 47.
4 Rian Mintalangi, “Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang” Lex Crimen, vol. 6 no. 6, Agustus 2017, him. 114.
15 H
Ibid.
'® Pasal 36 UU. No. 7 Tahun 2011.



merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangan uang palsu adalah suatu benda yang bahan,
ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibentuk, dicetak, digandakan,
diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.*’

Dalam tindak pidana Islam kejahatan ini belum dijelaskan secara rinci mengenai
ancaman hukumannya baik jarimah Hudid maupun jarimah Qisas-Diyat, sehingga
digolongkan ke dalam Jarimah Ta’zir yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini
terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada
masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. '® Hisyam pernah
memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir,*® beliau menghukum
pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam
menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.?® Dari kisah tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas negara akan dikenai
sanksi. Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang
adalah Ta zir.

Ta’zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi
terhukum agar tidak kembali pada tindakan pidana (jarimah) atau dengan kata lain
membuatnya jera disebut Ta zir.**

Berdasarkan definisi di atas, bahwa ruang lingkup tindak pidana fa zir amat luas, baik

yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat

7 Finarti.wordpress.com, https://finarto.wordpress.com/2011/08/02pelanggaran-terhadap-mata-uang-rupiah-
uang-palsutiruan/amp/. Akses pada 23 September 2018.

18 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami..., him. 35.

'% Satu butir dalam bahasa Arab dikenal dengan al-Habbah, atau setara dengan berat dua biji gandum, 1/16
Dinar.

20 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami..., him. 35.

2L A, Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Pers, 1997),him. 161.
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atau hadis)pun yang menunjuk jumlah dan batasan jarimah Ta’zir. Oleh karema itu ruang
lingkup jarimah Ta’zir didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar jarimah hudad
(tindak pidana Hudiid) dan jarimah al-Qatl wa al-jark (tindak pidana pembunuhan dan
pelukaan).??

Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji perbandingan sanksi pemlasuan
uang. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penyusun melakukan studi komparatif
bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011
dan hukum pidana Islam.

. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun akan menentukan beberapa rumusan
masalah, yaitu:

1. Apa sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2011 dan hukum pidana Islam?

2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pemalsuan uang

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.

22 Tim Redaksi, Ensilklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V : 1772.



Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis). Hasil studi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap
perkembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana.

2. Aspek Terapan dan Praktis. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pertimbangan dan dapat bermanfaat, khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta
bagi praktisi hukum pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusun mengangkat penelitian ini karena permasalahan tindak pidana pemalsuan
uang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di tengah masyarakat namun belum banyak
penelitian terkait perbandingan sanksi yang dikenakan untuk pelaku tindak pidana pemalsuan
uang. Penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang bukanlah penelitian
baru dalam keilmuan hukum pidana, setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian
seperti skripsi atau karya ilmiah lain dan buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana
pemalsuan uang.

Adapun beberapa karya tulis tersebut adalah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh
Amiratul Azizah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Uang berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (studi putusan PN
Kediri NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”.?® Pembahasan yang diangkat dalam skripsi
tersebut adalah bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan

uang apabila pemalsuan uang dipersamakan dengan Gharar atau penipuan, selain itu juga

2 Amiratul Azizah,“ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
Uang berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (studi putusan PN Kediri
NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”Skripsi : Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016.



menerangkan bagaimana pertimbangan hukum dari hakim PN Kediri dalam memutus perkara
pemalsuan uang.

Karya tulis ilmiah selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Latifatuddini, berjudul
“Studi  Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang
NO.1074/PID.B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu”.?
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana putusan hakim terkait
pandangan hukum Islam tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.

Karya tulis ilmiah selanjutnya adalah jurnal yang disusun Bagas Pandega Andriyanto
Putro dan Eko Soponyono berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan tindak
pidana pemalsuan uang”.? Avrtikel tersebut menjelaskan tentang apa saja kelemahan kebijakan
hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang masa kini dan yang akan
datang. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis - normatif,

Adapun karya tulis berbentuk buku adalah yang ditulis P.A.F. Lamintang, berjudul
Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti
Dan Peradilan..”® Buku tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan uang
ditinjau dari Pasal 244 KUHP dan tidak membandingkan dengan hukum pidana lain.

Adapun dalam penelitian ini, penyusun ingin meneliti bagaimana bentuk sanksi tindak
pidana bagi pelaku pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam,
sekaligus menganalisis persaman dan perbedaan dari kedua sanksi tersebut. Penelitian ini

berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam skripsi ini penyusun melakukan perbandingan

# Latifatuddini, “Studi analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan negeri semarang

NO.1074/PID.B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu” Skripsi : Jurusan Jinayah
Siyasah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

% Bagas Pandega Andriyanto Putro dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan
tindak pidana pemalsuan uang,” Law Reform, No. 2, Vol. 11 (2015), him. 157.

% p A.F. Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran,
Alat Bukti dan Peradilan.(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
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dua dari sumber hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam dengan
menganalisa persamaan dan perbedaan pidana pemalsuan uang.
E. Kerangka Teoretik
1. Teori Magqasid Syari’ah
Gagasan Magasid Syari’ah pertama kali dikemukan oleh al-Juwaini (Al-
Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dalam kitab ushul fighnya,
al-Mustasyfa dan dikembangkan dengan komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam
kitabnya al-Muwafagat fi Usul asy-Syari’ah.?’ Secara terminologi, Magasid Syari’ah
berarti tujuan penectapan syari’ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan
syari’ah memiliki tujuan tertentu oleh Pembuatnya (Syari’).28
Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai
sasaran syari’ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur’an atau hadis
kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan. Salah satu ayat al-Qur’an yang

mengungkapkan mengenai Magasid Syari’'ah adalah: *°

-0 1.9 Z_ 1}"/’0,; ~
. -~ A 0 L:‘
u}g.l,_ij) igh.Lw\ 9

Konsep Magasid Syari’ah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur
pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai
yang terkandung dalam syari’ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi

perubahan sosial. Oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis

2T Ali Sodigin, Figh Ushul Figh, (Yogyakarta: Beranda, 2012), him. 166.
%% Ibid., him. 163.
?® Al-Anbiya’ (21): 107.
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mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang.
Prinsip-prinsip dalam Magasid Syari’ah, ditujukan untuk membangun hukum yang
mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum.

Penetapan konsep Magasid Syari’ah bertujuan untuk melestarikan kemaslahatan
dan memberikan perlindungan bagi manusia secara umum, Khususnya umat Islam.
Asy-Syatibi membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi menjadi: agama (ad-
Din), jiwa (an-Nafs), akal (al- '4¢l), harta (al-Aal) dan keturunan (an-Nasl).

Adapun keberadaan sanksi tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai bentuk
perlindungan terhadap harta (al-Mal). Harta dan kekayaan yang lain diperlukan
manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban
untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhuan hidupnya dengan cara mencari harta.
Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan

benar.*

2. Teori Pemidanaan
a. Teori Pemidanaan dalam Hukum Positif
Menurut William Blackstone, hukum adalah aturan tindakan-tindakan yang

ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang dikuasai, untuk

%0 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh..., him. 173.
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ditaati.** Hukum memiliki arti yang cukup luas, Soerjono Soekanto memaknainya
menjadi beberapa macam arti, salah satunya yaitu hukum dalam arti keputusan
pejabat atau penguasa, dalam hal ini hakim termasuk pemerintah sehingga apa
yang diputuskannya menjadi hukum.®* Untuk alasan inilah pemerintahan harus
diserahkan kepada mereka yang telah dididik di dalam keluhuran.®® Keputusan
hakim sebagai penegak hukum harus berdasarkan keadilan. Esensi keadilan
menurut Hans Kelsen ialah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.** Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peran
hukum ditengah-tengah masyarakat.

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik
(anggota badan dan jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama
baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi
keberadaannya.*

Tabiat manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, meski
terkadang membuat rugi orang lain. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak

kejahatan meskipun sebenarnya beberapa diantaranya tidak diniatkan.

®! Dikutip oleh Zainal Asikin, Pengantar llmu Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), him. 16.

%2 Ibid., him 18.

% Jan Ward, Pengantar Teori Hukum Kritis, (Bandung :Nusa Media, 2014), him 14.

% Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,
(Jakarta :Rajawali Press, 2014), him. 30.

¥ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia,
2013), him. 33.
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Hal ini selaras dengan pendapat Bassiouni,*® tujuan-tujuan yang ingin

dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepantingan-kepentingan

sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pemeliharaan tertib masyarakat;

Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya bahaya
yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan pandangan dasar
tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan

individu.

Dari tujuan - tujuan tersebut pada akhirnya memunculkan beberapa teori tentang

hukum pidana yaitu:

1)

2)

3)

Teori Mutlak (pembalasan). Teori ini menegaskan bahwa hukuman itu ialah
suatu pembalasan atas kejahatan. Penggagasnya yaitu Immanuel Kant,
Hegel, Herbart dan Stahl.

Teori Relatif (tujuan). Menurut teori ini, keberadaan hukuman adalah untuk
mencegah kejahatan. Tokoh penggagasnya yaitu Franz Von Lizt, Van
Hommel dan D. Simmons.

Teori Gabungan. Teori ini merupakan gabungan dari teori mutlak dan teori

relatif, sehingga menurut teori ini hadirnya hukum pidana adalah dengan

% Dikutip oleh Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis
Untuk Keadilan, (Malang: Setara Press, 2016), him. 24.
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maksud memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan sekaligus

mencegah kejahatan baru.

b. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Islam

Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu
peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama mengenai segi
pertangung-jawaban menusia terhadap perbuatannya yang dapat dihukum tidak
bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi.*’

Dalam merealisir persoalan pelanggaran hukum, maka perlu adanya sanksi,
namun demikian para ahli hukum dalam menentukan sanksi pemidanaan
menuangkan beberapa teori yang berbeda, yang akhirnya berbeda pula dalam
penerapannya.

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri,
menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan
masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian
terhadap angota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun
kehormatan.®

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan
disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus
menegakkan keadilan.*® Hukuman yang ditegakkan dalam syari’at Islam

mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan).

7 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka,
1983), him.52.

* Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 255.

% Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul al-Figh, (Mesir: Dar Al Qalam, 1992), him. 198.
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Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan
(positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat
menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang
dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.
D. Metode Penelitian
Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data-data

adalah:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka atau literatur
(Library Research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian
sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Penyusun
menggunakan fasilitas kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, kamus, jurnal,
makalah, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah dalam
skripsi ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Komparatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang
tindak pidana pemalsuan uang serta menjelaskan sanksinya menurut hukum pidana
Indonesia dan hukum pidana Islam, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab
perbedaan sanksi tersebut dan membandingkannya.
3. Pendekatan Penelitian
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu

mengacu kepada penjelasan, pernyataan dan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia
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yang diambil dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan untuk
hukum pidana Islam bersumber dari al-qur’an, hadis dan pendapat ulama’.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Bahan Primer
Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk
mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,
seperti :
1) UU No. 7 Tahun 2011
2) KUHP
3) C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia
4) Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana
5) Achmad Hasan, Mata Uang Islami
6) Abdul Qadir Audah, At - Tasyri’ al-Jina T al-Islami
7) Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah
b. Bahan Sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan
memperkuatsyserta memberikan mengenai sumber data primer, antara lain :
1) Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan.
2) Wirjono Prodjidikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.
3) Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam).
c. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Analisis

secara deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum
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mengenai suatu fenomena yang menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu
peristiwa. *°
E. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan agar penulisan
proposal skripsi ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Pembahasan dibagi menjadi lima
bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai hal-hal
yang menjadi latar belakang permasalahan untuk diteliti, dilanjutkan dengan pokok masalah
yaitu dalam bentuk pertanyaan. Dijelaskan pula tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini
untuk menunjukkan manfaat dari hasil penelitian ini. Untuk mencari perbedaan dan persamaan
dengan penulisan penelitian sebelumnya maka perlu adanya telaah pustaka. Kemudian adanya
kerangka teori untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pokok masalah dan
selanjutnya menjelaskan metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang ditempuh menyusun
skripsi ini.

Bab kedua, memaparkan mengenai penjelasan tentang teori Magasid Syari’ah, teori
pemidanaan menurut hukum Islam dan teori menurut hukum positif.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang definisi tindak pidana menurut hukum positif
dan hukum pidana Islam, tindak pidana pemalsuan uang menurut hukum positif dan hukum
pidana Islam, sanksi menurut hukum positif dan hukum Islam, sanksi tindak pidana pemalsuan
uang dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan menurut UU

No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam, berupa persamaan dan perbedaan sanksi tindak

%0 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, him. 40.
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pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam dan
efektifitas dari kedua hukum tersebut.
Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian yang akan

datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana telah penyusun uraikan mengenai

sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang dan Hukum Pidana Islam dalam bab-bab terdahulu, penyusun dapat merumuskan

keismpulan sebagai berikut:

1.

2.

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa pelaku pemalsuan
uang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 10.000.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
Perbuatan pemalsuan uang dalam , sesuai dengan peristiwa pada masa Dinasti
Umayyah, diberi sanksi ta zir berupa cambuk..

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam, memiliki
persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama
merupakan wujud penerapan madasid syariah, yaitu menggali kemaslahatan
dengan adanya aturan hukum bagi masyarakat. Perbedaan yang tampak dari kedua
hukum tersebut adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan dari adanya ancaman
sanksi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai bentuk pembalasan agar
pelaku merasakan kerugian dan pencegahan. Adapun jarimah ta’zir, diterapkan
untuk mendidik pelaku, memberikan pengajaran bahwa yang dilakukannya

merupakan suatu kesalahan dan kemadharatan bagi sekitarnya.

86



87

B. Saran

1. Sanksi tindak pidana pemalsuan uang adalah upaya dari pemerintah maupun dalam
rangka meminimalisir kejahatan, namun tetap diharapkan adanya pembaharuan
hukum.

2. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh
intelectual dader atau pelakunya adalah ahli dibidangnya, hal ini mencerminkan
orang yang mempunyai akal belum tentu bisa mengendalikan akalnya dengan baik,
apalagi demi menapatkan untung yang lebih, sehingga diperlukan penanaman
akhlak terpuji dan pembiasaan mencontoh perilaku ulama salaf dalam hal

pengamalan ilmu.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.

Nomor

Footnote

Ayat al-Quran
dan Hadis

TERJIEMAHAN

11

29

Qs. Al-Anbiya’
(21) : 107

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

20

Syari’at adalah apa yang disyari’atkan oleh
Allah kepada hambaNya yan dari urusan
agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan
agama, dan hambaNya itu diperintah dengan
urusan agama tersebut, seperti puasa, salat, haji,
zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk
kebaikan

20

Syari’at adalah aturan yang disyari’atkan oleh
Allah, atau aturan yang disyari’atkan
dasar-dasarnya supaya manusia mengambil
untuk dirinya dalam hubungan manusia
tersebut dnegan Tuhannya, saudaranya yang
muslim, manusia yang lain, lingkungan dan
dengan kehidupannya secara umum.

20

SyarT’at adalah sesuatu yang menjadi wasilah
untuk menghamba kepada Allah Swt

22

10

Hadis
diriwayatkan
oleh Ibn Majah

Menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ibn
Abi Syaiban, menceritakan kepada kami
Abd al- A’la Ibn Abd al-A’la, dari Khalid
al- Huzza dari ibn al-Malih dari Nubaisyah,
bahwa Rasulullah SAW bersabda: dulu aku
melarang kamu dari menyimpan daging
kurban lebih dari tiga hari, Maka sekarang
makanlah dan simpanlah! (HR. Ibn Majah)

22

12

Sesungguhnya tujuan utama Syari’ (Allah)
mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia
di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil
manfaat dan menolak mudharat dari
mereka.

36

46

Hukuman atau Jarimah pada dasarnya
ditetapkan untuk tercapainya kemaslahatan
masyarakat. Hukuman, meskipun pada
dasarnya merupakan mafsadah, tetap
ditetapkan karena dapat mendatangkan
kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat




dan mempertahankannya. Adapun Jarimah
dinyatakan “terlarang” bukan karena dapat
menimbulkan kemaslahatan, melainkan
karena bila dilakukan dapat menimbulkan
bencana bagi kehidupan masyarakat

64

35

Jinayah adalah suatu istilah untuk
perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta
atau lainnya.

65

36

Yang dikehendaki Jinayah menurut syara’,
yaitu adalah setiap perkara yan diharamkan.
Setiap perkara yang diharamkan adalah
setiap pekerjaan yang dilarang oleh syara’
dan dicegahnya selagi bukan darurat yang
baru dating seperti menjaga agama, diri,
akal, keturunan atau harta.

67

42

Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman
yang ditetapkan atau perbuatan maksiat
atau jinayah yang tidak dikarenakan had
dan tidak pula kifarat.

68

43

Ta’zir itu sangat tergantung pada tuntutan
kemaslahatan

71

47

Pembalasan atas pelanggaran perintah
syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan
masyarakat.

74

50

Hadis
diriwayatkan
oleh Abu
Dawud,
Turmudzi,
an-Nasa’i dan

Baihaqi

Dari Ma’mar, dari Bahz ibn Hakim, dari
ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw.
menahan seseorang karena disangka
melakukan kejahatan. (hadits diriwayatkan
oleh Abu Daud, Turmudzi, an-Nasa’l dan
Baihagqi serta dishahihkan oleh Hakim)

77

58

Qs. Ali ‘Imran
(3):77

Sesungguhnya orang-orang yang menukar
janji Allah dan sumpah-sumpah mereka
dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak
mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan
Allah tidak akan berkata-kata dengan
mereka dan tidak akan melihat kepada
mereka pada hari kiamat dan tidak (pula)
akan mensucikan mereka bagi mereka azab




yang pedih

77

59

Qs. An-Nur
(24) .11

Sesungguhnya orang-orang yang membawa
berita bohong itu adalah dari golongan
kamu (juga). Janganlah kamu mengira
berita itu buruk bagi kamu ahkan itu baik
bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan
mendapat  balasan dari dosa yang
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara
mereka yang mengambil bagian terbesar
(dari dosa yang diperbuatnya), dia
mendapat azab yang besar (pula).
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